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KATA PENGANTAR

Lesunya pertumbuhan ekonomi dan 
hambatan investasi, menurunnya 
kualitas barang dan jasa untuk publik, 
menurunnya pendapatan negara dari 
sektor publik merupakan dampak 
korupsi terhadap ekonomi. Korupsi 
juga berdampak pada penegakan 
hukum, sosial, politik, dan birokrasi 
pemerintahan. Pada akhirnya korupsi 
terkait dengan isu keadilan yang 
menjadi tujuan bernegara. Dalam 
konteks Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan, dampak 
korupsi berupa menurunnya kualitas 
lingkungan hidup.
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Kita mesti memiliki sense of crisis 
dalam menyikapi korupsi. Paradigma 
sistemis-organis memahami sebuah 
krisis termasuk salah satunya korupsi 
sebagai persoalan sistemis yang 
dipengaruhi berbagai aspek dan 
variabel yang saling terkait satu sama 
lain. Oleh karena itu pencegahan 
korupsi di KLHK membutuhkan sinergi 
dari seluruh stakeholder. Manajemen 
risiko dan rencana pengendalian 
korupsi yang dibangun harus memadai 
dalam mengawal pencapaian tujuan 
KLHK.

Road Map Pencegahan Korupsi 
KLHK (Road Map PKLHK) Tahun 
2022-2025 merupakan arah bagi 
pencegahan korupsi di KLHK yang 
bertujuan menciptakan pelayanan 
SXEOLN�\DQJ�H¿VLHQ�GDQ�UHVSRQVLYH�
serta bisnis proses yang berintegritas. 
Kerangka pikir yang dibangun 
dalam Road Map PKLHK adalah 
integrasi dengan Strategis Nasional 

Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 
dan Sistem Integritas Nasional (SIN); 
kapabilitas KLHK dalam membangun 
sistem pencegahan korupsi, serta 
peran strategis APIP. Strategi yang 
ditetapkan berupa minimisasi moral 
hazard, efektivitas transparansi sistem 
administrasi, optimalisasi pengawasan 
public, dan atmosfer kondusif 
stakeholder. Fokus PKLHK meliputi 
penguatan kebijakan pencegahan 
korupsi, perbaikan sistem, peningkatan 
kompetensi/kapabilitas SDM, 
sosialisasi/ kampanye anti korupsi, dan 
penguatan jejaring dan diwujudkan 
GDODP�NHJLDWDQ�\DQJ�OHELK�VSHVL¿N�
pada rencana aksi. 

Road Map PKLHK Tahun 2022-2025 
diharapkan dapat digunakan sebagai 
acuan KLHK dalam upaya mewujudkan 
penyelenggaraan pemerintahan yang 
bersih dan bebas dari korupsi.

Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP., CGCAE.
NIP 19690205 199503 2 001

Jakarta,      Desember 2021
Inspektur Jenderal,



KEMENTERIAN LINGKT]NGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERiAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NoMoR: sK. 28 / I[)al ,/ K\cS/t^tAr. b /n /eo*2.
TENTANG

ROAD MAP PENCEGAHAN KORUPSI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN TAHUN 2022 _ 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL,

Menimbang a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2018, Kementerian dalam
melaksanakan aksi pencegahan korupsi berkoordinasi
dengan Timnas PK

b. Bahwa Road Map Pencegahan Korupsi KPK
menyatakan bahwa masing-masing pilar yarrg antara
lain terdiri dari Lembaga eksekutif dan sektor publik
berkontribusi secara positif dalam pembalgunan
Sistem Integritas Nasional

c. Bahwa budaya integr-itas pada pada Kementerian LHK
berdasarkan hasil pengawasan investigatif masih
menunjukkan keterjadian fraud da-la:a pelaksanaan
tugas dan fungsi.

d.Bahwa berdasarkal pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Road
Map Pencegahan Korupsi Kementerian LHK.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Pengesahal lJnited Nation s Conuention Againts
Comtption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa:
Bargsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, ?ambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);

2. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Jangka Panjang Tahu n 2012'2O25 darr Jangka
Menegah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 122);

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

/4. Peraturan ...



4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dal Kehutanan
Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata
Keda Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutalan.

MEMUTUSKAN
Keputusan Inspekhrr Jenderai Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan tentang Road Map Pencegahan
Korupsi Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Tahtn2022 -2025.
Road Map Pencegahal Korupsi Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Tafuir:. 2022-2025 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Road Map Pencegahal Korupsi Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Tahur 2022-2025 bertujuan
memberikal arah bagi seluruh pemangku kepentingan di
KLHK dalam pencegahan korupsi agar pelaksanaannya
dapat berjalan efelrtif, efisien, terukur, dan
berkelanjutan.
Seluruh Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan terkait melaksanakan Road Map
Pencegahan Korupsi Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutaran T ahttrr 2022 - 2O25
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : & f{*tmhr 1o}2

JENDERAI+

AYANTI, M.CP.,CGCAE
t t96 51995032001

T ]ENO

Salinan Kepuhrsan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanaa
2. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Sekretaris Jenderal
4. Para Direktur Jenderal Lingkup KLHK
5. Para Kepala Badan Lingkup KLHK

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
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Korupsi terjadi karena besarnya monopoli kekuasaan dan kewenangan tanpa 
akuntabilitas (Robert Klitgaard). Dalam konteks Kementerian LHK, korupsi dan 
anasir fraud lainnya terdeteksi setidaknya dari hasil audit investigatif. 

Persentase jenis fraud berdasarkan hasil audit 
investigatif (2017-semester I 2021) 

Pelanggaran prosedur tender 
(Bid Rigging)

Kurang 
bayar 
PNBP Permintaan uang/pemerasan 

(Economic Exortion) 

Pengeluaran APBN/
kekurangan volume pekerjaan 

(overstated expenses)

.HJLDWDQ�¿NWLI�WDQSD�EXNWL�
yang sah (Fictious Expenses) 

*UDWL¿NDVL�VXDS�
pungli (Bribery) 

89,66%
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Kondisi empirik fraud di 
Kementerian LHK mesti direspon 
dengan kinerja pencegahan dan 
atau penindakan korupsi yang 
sistematis dan fokus. Manajemen 
risiko fraud memiliki agenda 
utama berupa pencegahan 
dalam memitigasi terjadinya 
korupsi dan perbaikan pasca-
penindakan. Sebaliknya upaya 
penindakan akan dilakukan jika 
sistem pencegahan korupsi tidak 
berjalan efektif. 

Bisnis Proses Terkait Fraud

Perizinan

Procurement

Pengelolaan APBN

Kerjasama Pihak 3

Penegakan Hukum

Tren Jumlah Kasus Fraud  Berdasarkan 
Audit Investigasi

Tren korupsi relatif mengalami penurunan 
dari aspek jumlah kasus korupsi hasil audit 
investigasi.
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Menurut Cressey, segitiga fraud dibentuk tiga faktor yaitu tekanan (pressure), 
pembenaran (rasionalization), dan kesempatan (opportunity). Kunci pencegahan 
fraud adalah mematahkan segitiga fraud (Cendrowski). Oleh karena itu manajemen 
risiko fraud mesti mengupayakan pengendalian ketiga faktor pembentuk segitiga 
fraud. Karakteristik korupsi di Indonesia teramat kompleks dan mengakar sehingga 
diperlukan upaya pemberantasan korupsi secara sistematis, integratif, dan fokus 
(Road Map Pemberantasan Korupsi KPK).

Dalam Sistem Integritas Nasional (SIN), Kementerian LHK termasuk dalam pilar 
eksekutif dan pelayanan publik. Isu utama terkait pilar eksekutif adalah reformasi 
birokrasi yaitu good governance yang mengarah pada birokrasi bersih (clean 
government). Fokus penegakan hukum dan reformasi birokrasi menjadi salah satu 
aksi Pencegahan Korupsi 2020-2021 yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Road Map pencegahan korupsi (Road Map PK) 2022-2025 KLHK merupakan 
kebutuhan untuk meningkatkan kinerja pencegahan korupsi dalam rangka mencapai 
SHOD\DQDQ� SXEOLN� \DQJ� H¿VLHQ� GDQ� UHVSRQVLI� VHUWD� ELVQLV� SURVHV� EHULQWHJULWDV��
Manfaat dari Road Map adalah tersedianya panduan dalam penguatan tata kelola di 
KLHK, rencana pencegahan korupsi yang sistematis di KLHK, dan bagian dari upaya 
implementasi Stranas PK.

The Fraud Triangle

Motivation or 
Incentive to Commit 

Fraud

The Knowledge and 
Ability to Carry Out Fraud

-XVWL¿FDWLRQ�RI�
Dishonest Actions
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Menjaga kesinambungan antar periode pejabat 
untuk melaksanakan upaya pencegahan korupsi di 
KLHK.

Memberikan arah bagi seluruh pemangku 
kepentingan di KLHK dalam pencegahan korupsi.
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AREA 
PRIORITAS

Kedua bisnis proses tersebut dipilih berdasarkan risiko fraud. Keterjadian 
fraud di Kementerian LHK rentang lima tahun terakhir (2017-2021) didominasi 
oleh bisnis proses perizinan dan procurement.

Isu fraud dalam birokrasi 
pelayanan publik perizinan menjadi 
faktor penghambat bagi pelaksanaan 
peran strategis Kementerian 
LHK. Kinerja pencegahan korupsi 
bidang perizinan diharapkan dapat 
mendorong pelayanan publik yang 
H¿VLHQ�GDQ�UHVSRQVLI�

.&%'+/%0(5!(!67!(1'8",$&,+-(%+1+(9(+#*+(%#'"#'3+&(

.+'3$(%*#':'-+-(1+-(0$&,1$!-!)#4(

Bidang Perizinan

*UDWL¿NDVL

Penyuapan

Pungutan Liar
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Kementerian LHK selaku regulator memiliki kewenangan dalam rezim perizinan 
kehutanan dan lingkungan hidup. Kedua sektor tersebut memiliki peran strategis 
dalam mendukung perekonomian negara sekaligus kelestarian lingkungan hidup 
(sustainbility). 

Pelanggaran prosedur 
tender 

Kecurangan yang 
terindikasi pada 

pengaturan pemenang 
(bid rigging)

Procurement merupakan bisnis 
proses generik pada seluruh K/L 
sekaligus memiliki kerentanan 
fraud. Benturan kepentingan, 
salah satu anasir fraud yang jamak 
mempengaruhi integritas proses 
tender. Kemanfaatan biaya dari 
keuangan negara (value for money) 
yang mensyaratkan aspek ekonomis, 
HIHNWLI��H¿VLHQ�VXOLW�WHUFDSDL�VDDW�
integritas proses tender tidak 
terjamin. Kinerja pencegahan korupsi 
pada procurement digarapkan dapat 
mewujudakan bisnis proses yang 
berintegritas. 

Procurement
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KERANGKA PIKIR

ROAD MAP



KERANGKA PIKIR

KLHK dalam Membangun 
Sistem Pencegahan 

Korupsi yang Kontekstual 
dengan Isu-Isu Strategis

Kapabilitas

Inspektorat Jenderal 
dalam Pencegahan 

Korupsi di KLHK

Peran Strategis

Peran KLHK dalam 
pembangunan Sistem 

Integritas Nasional (SIN) dan 
Strategi Nasional Pencegahan 

Korupsi (Stranas PK)

Integrasi

mengandung 3 aspek, yaitu:
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Integrasi Peran KLHK 
dalam Pembangunan SIN 
dan Stranas PK

Posisi KLHK dalam pencegahan korupsi adalah sebagai salah satu pilar SIN tidak 
bersifat independen. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi 
Nasional Pencegahan Korupsi mengamanatkan Kementerian melaksanakan Aksi 
Pencegahan Korupsi dengan berkoordinasi kepada Tim Nasional Pencegahan 
Korupsi (a.l KPK).
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PONDASI (Politik - Ekonomi - Sosial - Budaya)

INTEGRITAS NASIONAL

K/L

CSO(Sumber: Road Map Pemberantasan Korupsi KPK)

Hubungan KPK, K/L, dan CSO dalam 
Membangun Sistem Integritas Nasional dan Stranas PK
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Konteks peran Kementerian LHK dalam 
SIN selaku pilar eksekutif dan pelayanan 
publik terkait dengan kuasa birokrasi 
berupa kewenangan administrasi 
pemerintahan yang besar. Di dalam kuasa 
tersebut secara inheren rentan terhadap 
benturan kepentingan dan penyalahgunaan 
kewenangan serta anasir korupsi lainnya.

Road Map Pencegahan Korupsi KLHK 
diharapkan menopang SIN yang bersifat 
konseptual dan Stranas PK yang bersifat 
tematik pada bagian pilar eksekutif dan 
pelayanan publik. Kementerian LHK sesuai 
porsinya turut menjalankan sistem integritas 
di bawah koordinasi KPK.

Dalam Stranas PK, Kementerian LHK menjadi penanggung jawab 3 (tiga) aksi 
pencegahan korupsi, yaitu:

Percepatan implementasi 
kebijakan satu peta

Pemanfaatan data 
%HQH¿FLDO�2ZQHUVKLS�(BO)

Implementasi E-payment 
dan E-katalog. 

)RWR��:RUNVKRS�8ML�3XEOLN�5RDG�0DS�3HQFHJDKDQ�.RUXSVL�./+.�ROHK�SHUZDNLODQ�1*2��7,�,QGRQHVLD���.3.�
�'LUHNWXU�3/30�GDQ�.RRUGLQDWRU�6WUDQDV�3HQFHJDKDQ�.RUXSVL���$NDGHPLVL��3URI��+DULDGL�.DUWRGLKDUGMR���
,QVSHNWXU�-HQGHUDO�./+.���7LP�0HGVRV�,WMHQ�./+.
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Kualitas 
lingkungan hidup

Penguatan 
tata kelola/

kelembagaan 
bidang LHK

Akses kelola dan 
distribusi manfaat 

hutan untuk 
masyarakat

Kontribusi sumber daya 
hutan dan lingkungan 

hidup terhadap 
perekonomian

Kapabilitas KLHK dalam 
Membangun Sistem Pencegahan 
Korupsi yang Kontekstual dengan 
Isu-Isu Strategis

5*-;*/+<+-( ,"#$%&'( 3'1+,( )*-=+1'( '&$( 3*#%'&+<( 1+-( 0*#1'#'(
&*-1'#'>('+()*&3'(,"-3*,&3$+2(1*-/+-('&$(&3#+3*/'&(%*-;+%+'+-(
?'&'(1+-()'&'(!67!4(

Pencapaian program KLHK akan terpengaruh dengan berbagai anasir korupsi.

Isu Internal
terkait dengan Program KLHK

(Rencana Strategis)
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Di samping isu internal, persepsi publik 
mengenai pengelolaan dan potensi 
korupsi sumber daya alam menjadi isu 
penting yang dapat berfungsi sebagai 
kontrol kinerja pencegahan korupsi 
KLHK.

Road Map Pencegahan Korupsi 
KLHK berisi arahan penguatan 
kebijakan, perbaikan sistem, budaya, 
dan kompetensi SDM, serta fungsi 
koordinasi dengan penguatan jejaring 

bagi seluruh pihak di dalam dan di luar 
KLHK.  

Oleh karena itu dibutuhkan kapabilitas 
KLHK dalam membangun sistem 
pencegahan korupsi untuk menjamin 
tegaknya integritas. Sistem pencegahan 
korupsi tersebut hendaknya menjadi isu 
dalam manajemen risiko (SPIP) dan 
menyatu dalam berbagai transformasi 
sistem yang dibangun oleh tiap unit 
kerja KLHK.

Isu internal tersebut secara faktual juga menghadapi tantangan, yakni perubahan 
kebijakan berupa pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja bidang LHK. Kerentanan 
korupsi (UHG� ÀDJ) dalam pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja bidang LHK 
berpotensi terjadi dalam bentuk:

Fraud dalam proses perencanaan 
tata ruang dan pengukuhan kawasan 
hutan.

Fraud dalam proses pengurusan 
perizinan berusaha dan pengawasan 
izin.

Fraud dalam proses penetapan sanksi 
dan denda administratif (verifikasi 
data, penghitungan formula denda 
administrasi, diskriminasi pelayanan).

Fraud dalam penegakan hukum LHK.

Fraud penyusunan aturan turunan 
(bersifat kriminogenic).
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Dalam konteks KLHK, seluruh pihak di KLHK  diharapkan berkontribusi 
secara positif dalam pencegahan korupsi di KLHK meliputi:

Tiga Dimensi Penegakan Integritas (Road Map PK KPK)

Memastikan seluruh pihak di KLHK 
menjalankan tupoksi secara berintegritas 
dengan berbasiskan keunggulan masing 
masing.

Seluruh pihak KLHK harus menerapkan 
akuntabilitas dan transparansi, dalam bentuk 
implementasi sistem pencegahan korupsi 
dalam proses bisnis utama tiap unit kerja.

Seluruh pihak di KLHK membangun 
dan memelihara kapasitas agar dapat 
membangun sistem integritas                      dan 
menjalankan perannya secara berintegritas.
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Peran Strategis Inspektorat 
Jenderal dalam Pencegahan 
Korupsi di KLHK

Inspektorat Jenderal KLHK selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) 
dituntut memiliki peran yang efektif dalam wujud assurance activities, anti corruption 
activities, dan consulting activities. Dalam aksi Pencegahan Korupsi 2020-2021 
(Stranas PK), ditetapkan di antaranya aksi penguatan APIP (pemenuhan kebutuhan 
APIP secara proporsional dan penguatan independensi APIP) pada fokus penegakan 
hukum dan reformasi birokrasi. 
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Peran Inspektorat Jenderal diarahkan 
secara proporsional pada fungsi 
pencegahan dan deteksi korupsi 
sebagai early warning system dan fungsi 
assurance melalui audit internal. Peran 

tersebut diharapkan dapat memberikan 
nilai tambah dalam perbaikan tata 
kelola, manajemen risiko, dan sistem 
pengendalian korupsi KLHK secara 
utuh.

Hal tersebut mesti dimaknai bahwa APIP mengambil peran untuk dapat menjadi 
contoh/benchmark bagi Eselon I lain dalam pencegahan korupsi di KLHK. Peran 
Inspektorat Jenderal dituntut dalam menjalankan komponen utama SIN dan dukungan 
terhadap pelaksanaan Stranas PK yaitu:

Pengawasan 
penerapan kode 

etik dan pedoman 
perilaku ASN KLHK

Pengelolaan 
pelaporan harta 
kekayaan ASN 

KLHK

Pengelolaan 
penanganan 
JUDWL¿NDVL�

KLHK

Pengelolaan 
pengaduan 

masyarakat dan 
whistleblower

Internalisasi 
integritas

Evaluasi eksternal 
integritas bekerjasama 

dengan KPK

Pengungkapan isu integritas 
melalui koordinasi dengan 

penegak hukum dan lembaga 
negara lainnya
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BASELINE

PENCEGAHAN
KORUPSI
KLHK





Aspek kebijakan diukur dari ketersediaan, kualitas, dan impelementasi 
kebijakan anti korupsi; aspek sistem diukur dari kapasitas pencegahan 
korupsi dalam transformasi SPBE (E-Gov); dan aspek budaya integritas 
didekati dari pemahaman ASN terhadap korupsi, partisipasi ASN dalam 
pelaporan indikasi pelanggaran, dan kompetensi unit pengelola WBS. 
Dari sisi eksternal perlu diukur dari persepsi publik terhadap pengelolaan 
dan potensi korupsi sumber daya alam.

Peran KLHK dalam membangun kapabilitas 
pencegahan korupsi akan berjalan efektif dengan 
parameter yang terukur. Oleh karena itu dibutuhkan 
baseline pencapaian sebagai titik awal Road Map. 

Baseline tersebut dikelompokkan menjadi:

Perspektif internal KLHK terbagi 
dalam 3 aspek pencegahan 
korupsi yaitu kebijakan 
(termasuk komitmen); sistem; 
serta budaya integritas.

Persepsi eksternal KLHK yaitu 
perspektif publik.
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Ketersediaan, Kualitas, dan 
Implementasi Kebijakan 
Anti Korupsi

Dari sisi ketersediaan kebijakan anti korupsi, KLHK telah memiliki cukup 
kebijakan anti korupsi berupa berbagai peraturan Menteri LHK dan Eselon I 
sebagai berikut:

(PERSPEKTIF INTERNAL)

Permen LHK

PermenLHK Nomor P.64/MenLHK/Setjen/
Kum.1/7/2016 tentang Kode Etik Revolusi 
Mental ASN Lingkup Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PermenLHK Nomor P.4/Menlhk/Setjen/
Kum.1/2/2018 tentang Tata Cara 
Pengelolaan Pengaduan atas Dugaan 
Pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara 
Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan

PermenLHK Nomor P.60/Menlhk/Setjen/
Set.0/11/2017 tentang Pengendalian 
*UDWL¿NDVL� GL� .HPHQWHULDQ� /LQJNXQJDQ�
Hidup dan Kehutanan

PermenLHK Nomor P.87/Menlhk/Setjen/
Kum.1/7/2018 tentang Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara dan 
Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PermenLHK Nomor P.10/Menlhk/
Setjen/Kum.1/1/2017 tentang Pedoman 
Penanganan Benturan Kepentingan di 
Lingkungan Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan

2016

2017

2018
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Instruksi Menteri LHK Nomor 
Ins.1/Menhk-Setjen/2015 tentang 
Pembangunan Zona Integritas (ZI) 
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi 

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 
Melayani (WBBM).

Instruksi Menteri LHK

Peraturan Irjen Nomor P.02/Itjen/Setitjen/
Set/02/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit 
Investigasi.

Peraturan Irjen

6HPHQWDUD�GDUL�VLVL�NXDOLWDV�GDQ�LPSOHPHQWDVL�NHELMDNDQ�GDSDW�GLUHÀHNVLNDQ�GDODP�
penjelasan berikut:

Pelaporan 
Gratifikasi

Pembangunan ZI/
WBK

Pelaporan 
LHKPN/
LHKASN

Pemantauan Tindak 
Lanjut Hasil Audit 
Investigatif

Pengaduan 
Masyarakat 

Pengendalian 
Benturan 
Kepentingan

!

22

ROAD MAP PENCEGAHAN KORUPSI 
KLHK TAHUN 2022-2025

PENDAHULUAN KERANGKA PIKIR 

ROAD MAP



Data Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang diterima Inspektorat Jenderal dalam 
periode 2017 s.d Juli 2021 menggambarkan dominasi penggunaan kanal pengaduan 
melalui surat dibandingkan dengan kanal online. 

Surat

Online

2017

7

64

2018

10

51

2019

7

41

2020

11

50

2021

10

18

Perbandingan Dumas melalui Surat dengan Online
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Kelemahan Pengaduan Offline

Kanal pengaduan R௼LQH mengandung setidaknya kelemahan berupa 
sistematika materi pengaduan yang tidak seragam sehingga :

Database dumas 
tidak terintegrasi

Risiko kerahasiaan 
yang sulit dikontrol

Kendala pemantauan 
informasi penanganan 
dumas oleh pengadu

Informasi pengaduan 
kurang lengkap

Kualitas kebijakan yang dituangkan 
dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 
4 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Penanganan Pengaduan Masyarakat 
belum mengatur pengaduan anonim, 
kewajiban melapor oleh ASN, 
pemisahan whistleblower dengan 
pengaduan eksternal, pengawasan 
yang bersifat proaktif berdasarkan 

risiko fraud�� VLPSOL¿NDVL� SURVHV�
penangan dumas melalui pengawasan 
investigatif, partisipasi Eselon I dalam 
menangani pengaduan etik dan 
disiplin, perlindungan kerahasiaan 
materi dan pelapor, sanksi kepada para 
pihak, rehabilitasi serta mekanisme 
pelimpahan ke APH.
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2017 s.d Juli 2021

Khusus dalam rentang waktu semester pertama 2021 (Januari-Juli 2021) terdapat 
��� GXPDV� \DQJ� GLWDQJDQL� ROHK� ,QVSHNWRUDW� ,QYHVWLJDVL� GHQJDQ� NODVL¿NDVL� LQGLNDVL�
pelanggaran sebagai berikut:

119 Dumas masuk 
klasifikasi pengawasan

43 Dumas masuk 
tahap audit investigatif

Penanganan sampai tahap audit 
investigatif dikelompokkan dalam 
3 kategori, yaitu:

Korupsi/
pungli/

JUDWL¿NDVL

Penyalahgunaan
wewenang

Pelanggaran 
disiplin/kode etik

Korupsi Umum/lainnyaPenyalahgunaan 
wewenang

Pelanggaran 
disiplin/etik
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Peraturan Menteri LHK Nomor P.60/Menlhk/Setjen/Set.0/11/2017 tentang 
3HQJHQGDOLDQ� *UDWL¿NDVL� GL� .HPHQWHULDQ� /LQJNXQJDQ� +LGXS� GDQ� .HKXWDQDQ��
PHQJDPDQDWNDQ� NHZDMLEDQ� SHQRODNDQ� JUDWL¿NDVL� ROHK�$61� ./+.� GDQ� SHODSRUDQ�
JUDWL¿NDVL�\DQJ�WLGDN�GDSDW�GLWRODN�

7UHQ�SHODSRUDQ�JUDWL¿NDVL�MLND�GLEDQGLQJNDQ�GHQJDQ�GDWD�SHQDQJDQDQ�GXPDV�GDQ�KDVLO�
audit investigatif menunjukkan kecenderungan relatif efektivitas deteksi fraud melalui 
mekanisme dumas (pihak eksternal). Sebaliknya kesadaran untuk melaporkan, 
SHQJHWDKXDQ�WHQWDQJ�JUDWL¿NDVL��GDQ�SHQJHWDKXDQ�PHNDQLVPH�SHODSRUDQ�JUDWL¿NDVL�
yang dimiliki ASN KLHK masih rendah. Hal penting lainnya yang ditengarai memiliki 
SHQJDUXK� DGDODK� NHWHUVHGLDDQ� VLVWHP� SHODSRUDQ� JUDWL¿NDVL� OLQJNXS� ./+.� \DQJ�
mudah dan ramah pengguna.

Jumlah laporan 
gratifikasi 2015-2020

3HODSRUDQ�JUDWL¿NDVL�SDGD�
KLHK selama 2015-2020 
menunjukkan tren yang 
kurang memuaskan sebagai 
berikut.

0

1

0

00

0

0

Th. 2015

Th. 2017

Th. 2019

Th. 2021Th. 2016

Th. 2018

Th. 2020
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LHKPN/LHKASN merupakan salah satu alat pencegahan korupsi. Sistem tersebut 
dimaksudkan sebagai kontrol atas penambahan harta kekayaan ASN berdasarkan 
SUR¿O�SHQGDSDWDQ�$61��3URVHQWDVH�SHODSRUDQ�KDUWD�NHND\DDQ�PXODL�WDKXQ������V�G�
2020 menunjukkan tren positif meski pada tahun 2020 terdapat penurunan ketaatan 
lapor yang relatif kecil.

20172016 2018 2019 2020

LHKPN

LHKASN

Tren positif pelaporan harta kekayaan menjadi indikator ketaatan wajib lapor KLHK. 
Di samping aspek ketaatan yang menjadi kewenangan KLHK, poin penting LHKPN 
MXJD�SDGD�DVSHN�NHEHQDUDQ�GDWD�SHODSRUDQ�GHQJDQ�NHZHQDQJDQ�YHUL¿NDVL�EHUDGD�
di KPK. 
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Hal ini perlu disikapi dengan perluasan wajib lapor LHKPN dari wajib lapor LHKASN. 
Setidaknya jabatan terkait pelayanan perizinan, pengawasan izin, PBJ, dan 
penegakan hukum.  

PermenLHK Nomor P.87/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 mengatur pihak-pihak wajib 
lapor LHKPN meliputi pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, kepala unit 
pelaksana teknis, dan pejabat fungsional auditor. Sedangkan jabatan rawan strategis 
dan rawan korupsi secara faktual di KLHK mengalami perluasan pada proses bisnis 
tertentu.

Hasil Pengawasan Investigatif Tahun 2017 - 2020

Telah ditangani sampai tahap audit investigatif
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Menyampaikan
Laporan

Tidak Menyampaikan
Laporan

2018 2019 2020

92
115 115

23

Upaya pencegahan dan penanganan benturan kepentingan di KLHK diatur melalui 
PermenLHK Nomor P.10/Menlhk/ Setjen/Kum.1/1/2017. Dalam peraturan tersebut 
ditetapkan batasan, mekanisme pencegahan, dan cara penanganan. Tiap unit 
kerja diwajibkan menyampaikan penanganan benturan kepentingan ditembuskan 
Inspektur Jenderal tiap tahun. Data pelaporan dari tahun 2018 s.d 2020 menunjukkan 
ketidaktaatan.

!

Kondisi tersebut disinyalir berkaitan 
dengan pemahaman ASN KLHK, 
efektivitas monitoring/evaluasi, 
dan pengaturan sanksi. Contoh-
contoh kondisi benturan kepentingan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 
PermenLHK Nomor P.10/Menlhk/Setjen/
Kum.1/1/2017 dirasa terlalu sempit 
untuk mengenalkan luasnya kondisi-
kondisi potensial dan faktual benturan 
kepentingan di KLHK. 

Hasil Audit Investigatif Tahun 2017-2020

Kedua isu ini secara nyata berkaitan 
dengan benturan kepentingan. 
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Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2020-2025 berisi target pembangunan 
Zona Integritas pada 100% satker. Inspektorat Jenderal KLHK, dalam Rencana 
Strategis 2020 sd. 2025 menetapkan target berupa jumlah Unit Kerja KLHK 
berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebanyak 18 unit kerja. Pada tahun 
2022, target tersebut direvisi menjadi 30 unit kerja.

Tahun 2020

Tahun 2021

Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta

Direktorat Pemantauan Sumber Daya Hutan

Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan

Balai Taman Nasional Boganinani Wartabone

Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam

Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera

Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM KLHK

Dua satker mengalami likuidasi akibat penggabungan Badan Litbang dan Inovasi 
ke Badan Riset dan Inovasi Nasional pasca-penetapan organisasi kerja KLHK 
melalui PermenLHK 15 Tahun 2021

WBK

WBK
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Instruksi Menteri LHK Nomor Ins.1/Menlhk-Setjen/2015 memberikan tugas kepada 
Inspektur Jenderal untuk melaksanakan penilaian terhadap calon unit kerja. 
Sedangkan kepada Eselon I lainnya untuk mengusulkan maksimal 3 (tiga) unit kerja 
sebagai calon unit kerja berpredikat WBK.

Usulan dan Penilaian Unit Kerja Calon WBK sampai Juli Tahun 2021

Data ini menggambarkan 
setidaknya 2 hal yaitu komitmen 
unit kerja dalam membangun ZI/
WBK dan kapasitas penilaian 
oleh Inspektorat Jenderal. 
Komitmen tiap unit kerja sangat 
bervariasi, terdapat Eselon I yang 
tidak mengusulkan unit kerjanya, 
tetapi juga terdapat Eselon I 
yang mengusulkan 100% unit 
kerjanya. Usulan unit kerja 
juga mempengaruhi kapasitas 
penilaian oleh Inspektorat 
Jenderal. Terjadi peningkatan 
pada tahun 2021 mencapai 
23,7% dari sebelumnya rata-rata 
per tahun hanya 5,45% dari total 
seluruh unit kerja KLHK.

Berdasarkan kondisi tersebut maka dibutuhkan upaya perbaikan untuk mencapai 
target pembangunan ZI  pada 100% satker dan 18 unit kerja mendapatkan predikat 
WBK pada tahun 2024. Perbaikan kebijakan dalam instruksi menteri perlu diarahkan 
pada pengaturan usulan unit kerja menjadi 100% unit kerja tiap Eselon I. Di sisi lain, 
perlu ditambahkan pengaturan pemberian apresiasi kepada unit kerja yang telah 
mendapatkan predikat WBK.

Sistem pengusulan dan penilaian unit kerja pembangunan ZI menuju WBK perlu 
diubah menjadi secara online. Sistem tersebut diharapkan akan memudahkan unit 
kerja, fungsi konsultasi yang efektif, transparansi penilaian, dan monitoring ketaatan 
unit kerja yang lebih mudah. Sistem ini diproyeksikan akan terintegrasi dengan 
sistem penilaian KemenPAN dan RB.
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0DQIDDW�DXGLW� WHUOHWDN�SDGD�HIHNWL¿WDV� WLQGDN� ODQMXW� UHNRPHQGDVL� �6$,3,�����������
Keterlambatan penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil audit mengindikasikan 
lemahnya klien pengawasan dalam mengelola sumber daya dan atau lemahnya 
fungsi pemantauan tindak lanjut oleh Inspektorat Jenderal. Dalam konteks audit 
investigatif maka hal tersebut berkorelasi dengan kapabilitas organisasi dalam 
memitigasi risiko fraud/korupsi. 

Hal tersebut terjadi karena implementasi Perirjen Nomor P.02/Itjen/Setitjen/ 
Set/02/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit 
Investigasi belum optimal.

Penguatan fungsi pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit investigatif 
menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi.

Sisa Rekomendasi Hasil Audit Investigatif oleh Inspektorat Jenderal 
per Mei 2021

Administratif Sanksi

Kerugian 
negara

Tuntutan 
ganti rugi
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Peraturan pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 mengamanatkan pembangunan SPBE 
dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, 
dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. 

Maksud SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. 

Keberadaan Sistem Anti Korupsi 
dalam Pembangunan SPBE KLHK 
(E-Gov)
(PERSPEKTIF INTERNAL)
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Kebutuhan transformasi sistem 
diharapkan dapat mempermudah dan 
mempercepat pelayanan publik, serta 
menekan terjadinya fraud/korupsi. 
Transformasi tersebut sangat relevan 
dengan tujuan Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 
Setidaknya 2 aspek penting yang 
perlu diperhatikan untuk mendukung 
keberhasilan UU tersebut. Di satu 
sisi, UUCK membuka peluang berupa 
terobosan kebijakan terkait integrasi 
proses bisnis pengelolaan lingkungan 

hidup dan kehutanan. Di sisi lain, 
dibutuhkan ketersediaan sumber daya 
yang andal meliputi manusia, data, dan 
sistem.

Dalam konteks sistem maka SPBE 
menjadi salah satu alternatif solusi 
penyediaan sistem yang mudah, 
cepat, dan anti korupsi. Mitigasi 
kerentanan korupsi pada sistem/
aplikasi menjadi keniscayaan untuk 
mengantipasi karakteristik fraud yang 
turut ‘bertransformasi’.

 3 tantangan pokok 

Sistem sebagai supporting bisnis 
proses di KLHK menghadapi   
   

Keberhasilan 
Transformasi 
Sistem

Ketersediaan 
anti fraud 
system

Integrasi
Sistem
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Kedua komponen tersebut mesti 
dapat diformulasikan ke dalam sebuah 
arsitektur sistem yang komprehensif. 
Ketersediaan arsitektur sistem bertujuan 
untuk mengantisipasi misleading 
pembangunan sistem, misalnya: 
pembangunan sistem tanpa dasar 
kebutuhan dan argumentasi prioritas. 
Bisnis proses strategis dengan cakupan 
luas mesti menjadi kriteria baku. 
Kondisi faktual menggambarkan variasi 
pemahaman prioritas pembangunan  
sistem di KLHK. Terdapat bisnis proses 
pelayanan publik strategis dan memiliki 
risiko tinggi terhadap fraud yang belum 
bertransformasi, misal peredaran TSL. 

Meski di sisi lain telah terdapat bisnis 
proses pelayanan publik yang telah 
bertranformasi misalnya penatausahaan 
hasil hutan telah mengakomodasi 
melalui SIPUHH online.

Transformasi sistem pada akhirnya 
dalam rangka peningkatan kapasitas 
data analitik. Semburan dan ledakan 
data besar tidak akan dapat dianalisa 
untuk menggambarkan pattern�VSHVL¿N�
dan membuat data bermakna jika tidak 
memiliki kapasita data analitik. Data 
yang tidak memiliki makna tidak akan 
berguna bagi pengambilan keputusan 
strategis.

Transformasi sistem (SPBE) dari manual 
menjadi digital bukan hanya sekadar 
ketersediaan insfrastruktur tetapi juga 
yang penting adalah transformasi pola 
pikir SDM. 

Insfrastruktur Pola Pikir SDM
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Titik kritis pembangunan sistem juga terletak pada arus informasi. Fenomena 
bottleneck arus informasi menjadi tantangan serius terhadap validitas data guna 
pengambilan keputusan strategis. Integrasi sistem akan menghasilkan efektivitas 
GDQ�H¿VLHQVL�DUXV�LQIRUPDVL��

Data aplikasi di Pusat Data dan Informasi menggambarkan 
pembangunan sistem sebanyak:

(sub domain menlhk.go.id)

Setjen

48
Itjen

6
PKTL

32

PDASRH

54

KSDAE

62

PHL

26

PPKL

10

PSLB3

15
PPI

8
PSKL

5
PHLHK

10

B2SDM

28

BSILHK

30

Sebaran Aplikasi Tiap Eselon I
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Dalam konteks pencegahan risiko korupsi maka diperlukan manajemen risiko yang 
bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak 
risiko korupsi dalam SPBE. Penilaian risiko fraud/korupsi, sistem anti fraud/korupsi, 
fraud control plan (FCP) mesti dibangun terintegrasi dalam  SPBE.

Risiko fraud terdeteksi dalam 
pengawasan investigatif. Hasil audit 
investigatif menggambarkan potensi 
kerentanan korupsi dalam proses 
bisnis layanan publik meski telah 
bertransformasi menjadi elektronik. Hal 
tersebut menunjukkan modus-modus 
fraud juga mengalami ‘mutasi’ seiring 
transformasi proses bisnis. 

Fraud terkait langsung dengan sistem 
pelayanan publik berbasis elektronik
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Dalam konteks risk management, maturitas internal control tergambarkan pada 
ketidaksadaran risiko fraud oleh sebuah entitas. Data pemantauan SPIP 2021 
pada Setijen KLHK menyatakan bahwa dari seluruh (271 entitas) satker yang telah 
menyusun Design SPIP, 100% belum memuat risiko fraud dalam risk register. Hal ini 
menggambarkan entitas masih dalam tahap naif terhadap risiko fraud.

.RQGLVL�WHUVHEXW�MXJD�WHUNRQ¿UPDVL�SDGD�NHWHUVHGLDDQ�VLVWHP�DQWL�fraud yang bersifat 
suplemen, misalnya sistem manajemen anti penyuapan (ISO 37001:2016). Saat ini 
EDUX���VDWNHU�����������GDUL�����VDWNHU�./+.�\DQJ�WHODK�PHPLOLNL�VHUWL¿NDVL�WHUVHEXW�

271 
Satker
KLHK

belum memuat risiko 
fraud dalam risk 

register

telah memiliki 
VHUWL¿NDVL

ISO 37001:2016
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Budaya Integritas
(PERSPEKTIF INTERNAL)

Pilar budaya integritas berkaitan 
dengan pemahaman pegawai di 
KLHK atas tindak pidana korupsi dan 
Whistleblowing System, budaya aktif 
berpartisipasi dalam pelaporan dugaan 

pelanggaran/tindak pidana korupsi, 
pemahaman kerahasiaan pelaporan, 
serta pentingnya perlindungan atas 
¿VLN��NDULU��GDQ�DQFDPDQ�SLGDQD�SHUGDWD�
kepada pelapor.

Dari sisi internal, berdasarkan statistik pengaduan masyarakat kepada Inspektorat 
Investigasi dan hasil asesmen oleh KPK melalui survei terhadap ASN KLHK yang 
dilaksanakan pada 13 Januari s.d 1 Februari 2021 menggambarkan sebagai berikut.

Pemahaman Seluruh Pegawai Terkait 
Tindak Pidana Korupsi dan WBS

Partisipasi Pegawai dalam Melaksanakan 
Kewajiban Pelaporan Dugaan Pelanggaran

Unit Pengelola WBS yang Kompeten dan 
Profesional
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Pemahaman Seluruh 
Pegawai Terkait 
Tindak Pidana 
Korupsi dan WBS

Data tersebut menjelaskan pemahaman 
ASN KLHK atas tindak pidana korupsi dan 
WBS perlu ditingkatkan.

Kuesioner budaya 
organisasi yang 
dibagikan diperoleh

658
Responden

27 Pegawai  |  4%

15 Pegawai  |  2%

78 Pegawai  |  12%

125 Pegawai  |  19%

413 Pegawai  |  63%

Pemahaman Pegawai Atas Tindak 
Pidana Korupsi dan WBS
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Partisipasi Pegawai 
dalam Melaksanakan 
Kewajiban Pelaporan 
Dugaan Pelanggaran

Data statistik pengaduan masyarakat yang 
diterima lnspektorat lnvestigasi selama 
tahun 2020 menggambarkan sebanyak 61 
pengaduan, sebagian besar berasal dari 
pihak eksternal. 

Hasil survei menyatakan sebanyak 34 
orang atau 5% dari total responden pernah 
melaporkan dugaan tindak pidana korupsi 
sedangkan 624 orang atau 95% dari total 
responden menyatakan belum pernah 
melaporkan dugaan tindak pidana korupsi 
di lingkungannya.

Pengaduan berasal 
dari eksternal

Pengaduan berasal 
dari internal
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)DNWRU� \DQJ� WHULGHQWL¿NDVL� PHQMDGL� KDPEDWDQ� EDJL� SHJDZDL� GDODP� PHODSRUNDQ�
dugaan pelanggaran dan perlu diberikan solusi yaitu:

188
(30%)

34
(5%)

20
(3%)

65
(10%)

26
(4%)

11
(2%)

65
(10%)

79
(13%)

135
(22%)

35
(6%)
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Berdasarkan hasil kuesioner, diketahui 
bahwa APIP menjadi preferensi 
pegawai dalam menyampaikan 
dugaan pelanggaran/korupsi. Hal ini 
menggambarkan kepercayaan pegawai 
Kementerian LHK kepada Inspektorat 
Jenderal untuk menindaklanjuti 
pengaduan masyarakat. Hal ini berarti 
menjadi tantangan untuk peningkatan 
kompetensi dan profesionalisme APIP.

Unit Pengelola WBS 
yang Kompeten dan 
Profesional

Preferensi entitas yang menjadi tujuan 
pelapor dalam menyampaikan dugaan 
pelanggaran/korupsi sebagai berikut.

APIP

Atasan/
pimpinan

Tidak tahu/tidak 
mau melapor

APH

WBS

KPK

Lainnya

Rekan kerja

BPK
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Dari sisi eksternal, persepsi publik terhadap pengelolaan dan potensi korupsi sumber 
daya alam menjadi ukuran penting bagi Kementerian LHK menetapkan kebijakan 
dan langkah untuk memenuhi harapan publik. 

Rilis hasil survei Lembaga Survei Indonesia pada 9-15 Juli 2021 memberikan 
gambaran persepsi publik sebagai berikut.

Persepsi Publik
(PERSPEKTIF EKSTERNAL)

Keprihatinan Publik terhadap Korupsi

Sangat prihatin

Prihatin

Tidak prihatin

Sangat tidak prihatin

Tidak tahu/tidak jawab
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Tren Persepsi Tingkat Korupsi (2 Tahun Terakhir)

Penyebaran Korupsi di Sektor SDA

Pertambangan dikelola 
BUMD/BUMN

Pertambangan dikelola 
Perusahaan Asing

Pertambangan dikelola 
penambang berskala kecil

Impor atau perdagangan 
sampah

Perkebunan sawit yang dikelola 
perusahaan Indonesia

Penangkapan dan ekspor 
Margasatwa

60%

27%

11%

2%
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St
ra
te
gi

RENCANA
AKSI

STRATEGI DAN 
FOKUS PENCEGAHAN 
KORUPSI, SERTA 
HIGHLIGHT



Fok
us

Highlight

RENCANA
AKSI



• Peraturan anti korupsi telah diperbaiki
• Transformasi sistem E-Gov (arsitektur)
• Transformasi sistem pengawasan  

(data center - continuous audit)
• Risk fraud assesment/ Fraud Control Plan
• Sistem manajemen anti penyuapan pada Itjen
• Reviu kerjasama/jejaring

Minimisasi Moral 
Hazard

Efektivitas dan 
Transparansi Sistem 

Administrasi

Optimalisasi Pengawasan 
Publik

Atmosfer Kondusif 
Stakeholder

)RWR��5DSDW�¿QDOLVDVL�5RDG�0DS�
3HQFHJDKDQ�.RUXSVL�SDGD�2NWREHU�
�������,WYHV����
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• Fraud Control Plan pada perizinan strategis dan 
procurement KLHK efektif

• Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada 10% satker KLHK
• Continuous Audit berbasis Data Analitik berjalan efektif
• Instrumen anti korupsi berjalan efektif sesuai target

• Transformasi sistem dan integrasi E-Gov sesuai Arsitektur
• Fraud Control Plan pada perizinan strategis dan procurement berjalan
• Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada Eselon-I
• Data center pengawasan berkapasitas data analitic
• Pelaksanaan kerjasama internal dan eksternal
• Instrumen anti korupsi berjalan (WBK, LHKPN, Pelaporan Col, Gratifikasi, WBS, Tindak 

Lanjut Rekomendasi Audit Investigatif)
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Minimisasi Moral Hazard

Moral hazard berkaitan dengan sifat dan karakter personal 
sehingga sulit untuk diperbaiki. Pengendalian risiko fraud 
\DQJ�GLSHUOXNDQ�DGDODK�DODW�GHWHNVL�WHUKDGDS�SUR¿O�LQWHJULWDV��
Kebijakan internal Kementerian telah cukup menyediakan 
instrumen pengendalian, misalnya pelaporan harta kekayaan, 
SHODSRUDQ�JUDWL¿NDVL��SHQDQJDQDQ�EHQWXUDQ�NHSHQWLQJDQ��
Penguatan peraturan internal dan monitoring ketaaan 
implementasi instrumen pengendalian diharapkan mampu 
memberikan early warning system bagi pencegahan korupsi. 

Berdasarkan 5HSRUW�7R�7KH�1DWLRQ 2020 ACFE, kelemahan pengendalian internal 
yang berkontribusi pada fraud pemerintahan meliputi ketiadaan pengendalian 
internal, ketiadaan reviu manajemen, pengabaian pengendalian internal, dan 
rendahnya contoh baik dari pemimpin (poor tone at the top). Perilaku personal yang 
menjadi UHG�ÀDJ fraud tertinggi adalah gaya hidup di luar kemampuan.

'STRATEGI' 
Pencegahan Korupsi KLHK

)RWR��,QVSHNWXU�-HQGHUDO�PHPSUHVHQWDVLNDQ�
strategi pencegahan korupsi pada forum 
Workshop Uji Publik Road Map Pencegahan 
.RUXSVL�./+.���$QG\�:LGRGR

Strategi Pencegahan Korupsi 
(PK) KLHK ditetapkan untuk 
mencapai tujuan dengan cara 
menghilangkan/meminimalisasi 
kelemahan pengendalian internal 
dan UHG�ÀDJ.
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Pengungkapan fraud merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 
terjadinya korupsi. Peran aktif publik dalam pengungkapan fraud menentukan 
efektivitas pencegahan melalui deteksi fraud/korupsi. Survei ACFE 2020 
menyatakan deteksi fraud sebesar 43% dilakukan oleh pengaduan dan 15% 
oleh pengawasan internal.

Fraud�5LVN�$VVHVPHQW�Fraud Control Plan yang terintegrasi dalam 
transformasi sistem, pembangunan ZI/WBK, transformasi sistem pengawasan, 
dan whistleblowing system merupakan langkah dalam mengoptimalkan 
pengawasan publik terhadap pencegahan fraud/korupsi.

Optimalisasi Pengawasan Publik

Pencegahan fraud/korupsi tidak hanya semata menjadi tanggung jawab birokrat tetapi 
juga dukungan entitas bisnis selaku pihak yang berkepentingan dalam pelayanan 
publik bersama seluruh stakeholder. Melalui peningkatan kompetensi SDM, sosialisasi, 
kampanye anti korupsi, dan terjalinnya jejaring stakeholder diharapkan akan 
membangun atomosfer pencegahan korupsi yang kondusif.

Atmosfer Kondusif Stakeholder

Transformasi bisnis proses menjadi sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 
bertujuan mewujudkan tata kelola, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan 
publik. SPBE memungkinkan otomatisasi bisnis proses, mempersingkat waktu pelayanan, 
dan akses informasi pelayanan. SPBE juga berfungsi menyediakan basis data 
pengambilan keputusan sehingga membutuhkan kapasitas data analitik. Transformasi 
sistem diharapkan mencegah fraud/korupsi melalui pengendalian terhadap pengabaian 
standar pelayanan dan validitas data dalam pengambilan keputusan.

Efektivitas dan Transparansi Sistem Administrasi
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@",$&(%*-;*/+<+-(,"#$%&'(1'+#+<,+-(%+1+($%+.+(%*-/$+3+-(
,*0'=+,+->( &'&3*)>( ,")%*3*-&'( ABC>( &"&'+2'&+&'D,+)%+-.*>(
1+-(=*=+#'-/(&*0+/+'(0*#',$3E

Kebijakan Anti Korupsi

Kebijakan sebagai wujud komitmen top management dan 
penyediaan mekanisme yang mampu mendukung kinerja 
pencegahan korupsi, dengan rencana aksi:

Penguatan pengaturan penanganan pengaduan 
masyarakat/ Whistleblowing.

3HQJXDWDQ�SHQJDWXUDQ�SHODSRUDQ�JUDWL¿NDVL�

Penguatan pengaturan pelaporan harta kekayaan.

Penguatan pengaturan penanganan benturan 
kepentingan.

Penyusunan strategi pembangunan ZI/WBK.

Penguatan fungsi pemantauan tindak lanjut rekomendasi 
hasil audit internal dan eksternal.

Kebijakan audit IT/SPBE.

.HELMDNDQ�SURPRVL�GDQ�PXWDVL�PHODOXL�SUR¿OLQJ�LQWHJULWDV�
dan performance.

'FOKUS' 
Pencegahan Korupsi KLHK
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Perbaikan Sistem

Perbaikan sistem dimaksudkan untuk mempersempit kesempatan 
terjadinya korupsi, dengan rencana aksi:

6LVWHP�SURPRVL�GDQ�PXWDVL�EHUGDVDUNDQ�SUR¿OLQJ�LQWHJULWDV�GDQ�
performance

SPBE pada bisnis proses layanan publik stategis KLHK 
dengan sistem anti korupsi

'DWD�&HQWHU�'DWD�$QDO\WLF pendukung Continuous Audit

7UDQVIRUPDVL�VLVWHP�SHODSRUDQ�JUDWL¿NDVL�PHQMDGL�VHFDUD�online

Transformasi sistem penilaian internal pembangunan satker WBK 
menjadi online (aplikasi SIMANZI) dan integrasi SIMANZI dengan 
aplikasi PMPZI KemenPANRB

Integrasi sistem pengaduan masyarakat/WBS di KLHK

Transformasi sistem dumas dan penguatan database dumas/
whistleblower menjadi Whistleblowing System online

)RUPDOLVDVL�NHELDVDDQ�DQWL�VXDS�NH�GDODP�VHUWL¿NDVL�,62������������
Sistem Manajemen Anti Penyuapan;

Asesmen risiko fraud/korupsi pada proses bisnis strategis dan 
Fraud Control Plan
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&DSDFLW\�%XLOGLQJ�
coaching TPI dan Tim 

Penilai unit kerja dalam 
pembangunan ZI/WBK/

WBBM.

Rencana aksi berikut bertujuan untuk membangkitkan kesadaran mengenai 
dampak korupsi dan membangun budaya integritas.

Sosialisasi dan Kampanye

Peningkatan Kompetensi SDM

Sosialisasi/workshop/webinar dengan 
tema Pencegahan Korupsi secara 
langsung, media sosial, dan atau 
berbagai saluran lain.

Kampanye pencegahan korupsi 
ke publik secara interaktif. 

Kampanye pembangunan ZI/WBK/ 
WBBM secara langsung, media sosial, 
dan atau berbagai saluran lain.

Budaya integritas membutuhkan kompetensi SDM terhadap penguasaan keahlian 
\DQJ�OD\DN�SDGD�ELGDQJ�NHUMD�WHNQLV�VHFDUD�VSHVL¿N�GDQ�SHQFHJDKDQ�NRUXSVL�VHFDUD�
umum, dengan rencana aksi:

Peningkatan kompetensi 
auditor dan atau 

pegawai Eselon I melalui 
VHUWL¿NDVL�SURIHVL�

workshop.

Pelatihan anti korupsi bagi 
auditor dan pegawai Eselon 

I oleh pihak kompeten.

Seminar/webinar 
tema pencegahan 

korupsi/fraud.
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Pembangunan/Penguatan Jejaring

Pembangunan jejaring dimaksudkan untuk membangun sinergi 
pencegahan dan atau penindakan korupsi baik internal dan eksternal 
KLHK, dengan rencana aksi:

Penguatan sinergi 
penanganan 
pengaduan 
masyarakat/WBS 
antar Eselon I di 
KLHK.

Penguatan fungsi 
pemantauan tindak 
lanjut hasil audit 
investigatif antar Eselon 
1 di KLHK.

Penguatan 
jejaring internal 

pembangunan ZI/
WBK/WBBM melalui 

FGD. Kerjasama integrasi 
Whistleblowing 
System Inspektorat 
Jenderal KLHK 
dengan KPK.

Penguatan kerjasama 
antar lembaga 
strategis lainnya:

Rapat koordinasi 
pengawasan melibatkan 
pihak internal (Eselon I) 
dan eksternal (BPK, BPKP, 
Ombudsman, LPSK, KPK, 
dan lembaga lain).

1. Kerjasama pendampingan/penanganan dumas  

dengan Kepolisian RI.

2. Kerjasama pendampingan/penanganan dumas dengan  

Kejaksaan Agung.

3. Kerjasama penanganan dumas dengan Ombudsman RI.

4. Kerjasama pengawasan dengan Kementerian Dalam Negeri.

5. Kerjasama informasi badan hukum dengan Kemenkumham.

6. Kejasama perlindungan saksi dengan LPSK.

7. Kerjasama informasi procurement dengan LKPP.

8. Kerjasama informasi dengan Asosiasi Perhotelan dan Maskapai Penerbangan.
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INDIKATOR
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Indikator ini diperoleh dari capaian 
dari pelaksanaan Rencana 
Aksi dengan cara monitoring 
dan evaluasi oleh Inspektorat 
Investigasi yang dilakukan tiap 
tahun.

Survei digunakan untuk mengukur 
respon atau persepsi masyarakat 
dan stakeholder KLHK terhadap 
komitmen dan aksi pencegahan 
korupsi oleh KLHK (hasilnya berupa 
Indeks Kepercayaan Publik)

Untuk mengukur keberhasilan Road Map, 
digunakan dua indikator, yaitu:

Tingkat Capaian Road Map Survei
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Lampiran
Timef rame  Rencana Aksi 
dalam Road Map
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• Database penanganan pengaduan masyarakat/WBS Inspektorat 
Investigasi 2017-2021

• Database pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit Investigatif 
• Data SPBE KLHK dari Pusat Data dan Informasi Kementerian LHK
• Rencana Strategis Kementerian LHK 2021-2025
• Road Map KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Tahun 

2011-2023
• Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 
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